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ABSTRAK 

 

PENEREPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA 

RINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA 

 

Nabila Romadona 

 

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya 

dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, 

atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu 

orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau 

bersalah (subjective guilt). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana penerapan 

restorative justice pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di 

Indonesia? dan (2) Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan restorative 

justice pidana tindak pidana ringan dalam perspektif hukum di Indonesia? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung 

data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library 

research berupa buku-buku, berita, dan publikasi ilmiah di internet. Penelitian ini 

secara deskriptif bermaksud menjabarkan hasil kajian mendalam terkait penerapan 

restorative justice pada tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di 

Indonesia dan hambatan penerapannya.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa (1) Penerapan restorative justice pada 

tindak pidana ringan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dalam hal ini 

Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan 

keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana dalam surat edaran 

tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan 

metode penegakan hukum di Indonesia. Prosedur penyidik POLRI juga 

melakukan diskresi sebagai upaya mewujudkan Restorative Justice berdasarkan 

landasan perundang-undangan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian. 

Sedangkan  hambatan yang dihadapi dalam penerapan restorative justice pada 

tindak pidana ringan dalam perspektif hukum di Indonesia adalah pada saat 

penyelesaian tindak pidana ringan dikarenakan waktu yang diberikan sangat 

singkat sehingga kesulitan menghadirkan para pihak. Hambatan dalam penerapan 

restorative justice ialah pemanggilan para pihak yakni korban, pelaku, keluarga 

kedua belah pihak, dan toko masyarakat dengan waktu sedemikian singkat yakni 

14 hari maka kejaksaan akan bekerja ekstra sehingga tercapainya proses 

perdamaian. Apalagi para pihak yang berkepentingan tinggal di tempat jauh dari 

kantor kejaksaan.  

 

Kata Kunci: Restorative Justice dan Tindak Pidana Ringan  
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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN MINOR 

OFFENCES IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN 

INDONESIA 

 

Nabila Romadona 

 

The imposition of punishment in a minor criminal case is not sufficient to 

be imposed only on the actions of the perpetrator which are only contrary to the 

law, or are against the law and fulfil the formulation of the offence in the law, but 

this still requires other conditions, namely that the person who commits the 

criminal act must have guilt or guilt (subjective guilt). 

The formulation of the problems in this study are: (1) How is the 

application of restorative justice in minor offences in the perspective of criminal 

law in Indonesia? and (2) What are the obstacles faced in the application of 

restorative justice in minor offences in the perspective of law in Indonesia? 

This research uses normative research methods supported by empirical. 

Data collection in this research uses library research techniques in the form of 

books, news, and scientific publications on the internet. This research 

descriptively intends to describe the results of an in-depth study related to the 

application of restorative justice in minor offences in the perspective of criminal 

law in Indonesia and the obstacles to its application.  

Based on the results of the study, that (1) The application of restorative 

justice in minor criminal offences in the perspective of criminal law in Indonesia 

in this case the Police issued Circular Letter Number SE/8/VII/2018 concerning 

the application of Restorative Justice in the settlement of criminal offences in the 

circular letter is intended to adjust to the development of law enforcement systems 

and methods in Indonesia. Police investigator procedures also exercise discretion 

as an effort to realise Restorative Justice based on the statutory basis regarding the 

duties and authority of the police. Meanwhile, the obstacles faced in the 

application of restorative justice in minor crimes in the perspective of Indonesian 

law are during the settlement of minor crimes because the time given is very short, 

making it difficult to present the parties. The obstacle in the application of 

restorative justice is the summoning of the parties, namely the victim, the 

perpetrator, the families of both parties, and the community shop with such a short 

time of 14 days, the prosecutor's office will work extra to achieve the peace 

process. Moreover, the interested parties live in a place far from the prosecutor's 

office.  

 

Keywords: Restorative Justice and Minor Crimes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat 

dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan 

mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. 

Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh 

pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah 

lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan 

keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan.
1
 

Seltiap solulsi hulkulm harulslah bisa melnyelsulaikan delngan keltelntulan 

hulkulm yang belrlakul. Hal telrselbult melru lpakan konselkulelnsi logis yang telrdiri 

dari prelmis-prelmis pelrsyaratan telrtelntul sulpaya solulsi hulkulm telrselbult bisa 

belrjalan belriringan dalam melngatulr pelrbulatan manulsia. Adapuln yang 

belrmaksuld pelrbulatan manulsia, selcara lulas adalah selgala selsulatul telntang apa 

yang dilakulkan dan apa yang diulcapkan selrta melnyangkult sikap telrhadap 

sulatul hal atau l keljadian, hal telrselbult kelrap dinamakan act apabila belrsifat aktif 

dan omission apabila belrsifat pasif.
2
  

Adagiulm “Flat julstisia rulat coellulm” yang artinya “melski langit rulntulh 

keladilan haru ls teltap ditelgakan”, hal telrselbult melnjadi dasar pelmbelnaran dalam 

                                                           
1
 Muhaimin, Penelitian Hukum De Jure, Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak 

Pidana Ringan, Vol 19, No 02 (2019) 
2

 Karim, 2020, Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui 

Restorative Justice, Jakad Media Publishing, Surabaya 
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pellaksanaan selbulah sistelm pelnelgakan hulkulm. Pelnelrapan adagiu lm telrselbult 

diimplelntasikan pada kelrangka pelmikiran yang selmpit, delngan dalih 

pelnelgakan dan kelpastian hulkulm. Pada hakikatnya fulngsi hulkulm pidana 

adalah ulntulk mellindulngi kelpelntingan hu lkulm dari pelrbulatan telrcella.
3
  

Relstorativel julsticel yaitul sulatu l konselp pelnye llelsaian konflik yang 

telrjadi delngan tindak pidana yang telrjadi (korban, pellakul, kellularga korban, 

kellularga pellakul, Masyarakat dan pelnelngah) mulsyawarah yang dilakulkan ini 

pelnting ulntu lk melnelntulkan Tindakan ataul hulkulman yang telpat telrhadap 

pellakul. Tindakan ataul hulkulman yang dibelrikan belrmanfaat bagi pellakul, 

Masyarakat dan korban melrasa kelrulgian dan tidak selimbangan selrta 

keltidaktelrtiban dalam lingkulngannya su ldah pullih Kelmbali delngan hulkulman 

yang tellah dijatulhkan.
4
 

Relstoratif Julsticel timbull akibat sistelm pelradilan pidana kulrang dapat 

belrjalan selsu lai yang diharapkan dari nilai keladilan. Delmikian julga prosels 

pelrkara tindak pidana ringan yang diajulkan kel pelngadilan kulrang melmbelri 

rulang yang culkulp pada kelpelntingan korban dan pellakul. Delngan kata lain 

sistelm pelradilan pidana yang konvelnsional selpelrti selkarang ini di belrbagai 

nelgara di du lnia kelrap melnimbullkan keltidakpulasan dan kelkelcelwaan. Hal 

inilah yang pada dasarnya melnimbullkan kelbultulhan akan adanya relstorative l 

julsticel selbagai pelnye llelsaian pelrkara pidana ringan gulna melmelnulhi rasa 

                                                           
3

 Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, hlm. 5 
4

 Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum 

Pidana, USU Press, medan, hlm. 2 
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keladilan di masyarakat telrultama bagi korban dan pellakul.
5
  

Helndrojono dalam bulkulnya yang belrjuldull Kriminologi belrpelndapat 

bahwa, antara tindak pidana dan pelmindahan haruls ada kohelrelnsi. Hal ini 

dikarelnakan seltiap pellakul tindak pidana haruls melndapatkan balasan yang 

seltimpal delngan pelrbulatan yang dilakulkannya. Melnulrult belliaul ini julga 

mulncull dikarelnakan adanya belbelrapa intelraksi, yang antara lain, adalah 

selbagai belrikult:
6
 

1. Pelrkelmbangan hulkulm pidana yang delwasa ini melngaku li elksistelnsi 

telrhadap kelpribadian pelnjahat dan melnghulbulngkan delngan sifat belrat 

ringannya sulatul pelmidanaan. 

2. Selkalipuln seljak dullul ada pelrlakulan khulsuls bagi keljahatan-keljahatan 

telrtelntul, selpelrti keljahatan yang dilakulkan olelh orang gila, akan teltapi 

selkarang ini pelrhatian yang dibelrikan telrhadap individul maulpuln 

korban tellah melncapai pelndelkatan seldelmikian rulpa. Hulkulman tidak 

hanya selbagai Ulpaya pelmullihan bagi kel-dula bellah pihak yaitul pellaku l 

dan korban.  

Sistelm pelradilan pidana (SPP) saat ini celndelru lng hanya 

melmpelrhatikan hak-hak pellakul. Dapat dipahami bahwa dalam melmpelrtelgas 

telgaknya pellaksanaan norma melmang haruls didulkulng adanya sanksi pidana, 

walaulpuln sanksi pidana telrselbult melrulpakan ulpaya telrakhir (ulltimulm 

relmeldiulm) apabila sanksi hulkulm yang ada, gulna melwuljuldkan rasa keladilan 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 3 

6
 Hendrojono,2002, Kriminologi, Cetakan Pertama, Dieta Persada, hlm.19 
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bagi Masyarakat.
7
 Selhingga seltiap keljadian pelrkara pidana pelrkaranya tidak 

haruls sellalul diajulkan kel sidang pelngadilan, relstorativel julsticel selbagai salah 

satul ulpaya yang dapat digulnakan selbagai solulsi dalam melnyellelsaikan pelrkara 

pidana, karelna apabila korban dan pellakkul dapat melnye llelsaikan pelrkaranya 

mellaluli relstorativel julsticel maka keladilan tellah dapat dicapai belrsama.  

Hulku lm pidana formal (KUlHAP) dan sistelm pelmidanaan di Indonelsia 

adalah salah satul keltelntulan yang melngatulr telntang proseldulr pelnyellelsaian 

pelrkara pidana. Akan teltapi dalam praktelk olelh pihak telrtelntul selring 

disalahgulnakan selbagai alat pelnindakan (relprelsif). Seldangkan masalah yang 

melnjadi pelrhatian dan yang diharapkan olelh masyarakat adalah bagaimana 

ulpaya aparatulr pelnelgak hulkulm ulntulk mellindulngi nyawa dan harta belnda 

masyarakat, selrta ulntulk melwuljuldkan tatanan masyarakat yang diinginkan 

yang digambarkan mellaluli keltelrtiban, kelpatulhan, dan kelharmonisan. Hal ini 

akan bisa diwuljuldkan apabila pelmelrintah belnar-belnar dapat melnjalankan 

hulkulm gulna melwuljuldkan rasa keladilan di masyarakat.
8
 

Maka dapat dipahami bahwa korban selsulnggulhnya haruls melndapatkan 

simpati dan keladilan, hal ini dapat dirasakan apabila pelnye llelsaian pelrkara 

pidana dilakulkan mellaluli relstorativel julsticel. Seldangkan adanya sistelm 

pelmidanaan yang ditelrapkan selbagai relaksi telrhadap pelrbulatan selselorang 

yang tellah mellanggar norma-norma hu lkulm. Para pellakul keljahatan dianggap 

suldah tidak melmpelrdullikan kelamanan dan hak-hak orang lain selrta 

kelpelntingan korban, tuljulan akhir selbulah pelmidanaan adalah gulna 

                                                           
7

 Gede Widhiana Suarda, 2012, Hukum Pidana, Materi Penghapus, Peringan dan 

Pemberat Pidana, Cetakan Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 11 
8
 Karim, Op.Cit, hlm. 6 
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melmbelrikan elfelk jelra, keltelratulran, kelamanan ataul ulntulk melnciptakan 

telgaknya atulran hulkulm.  

Tindak Pidana adalah pelrbulatan yang dilarang olelh hulkulm dan dapat 

dikelnakan sanksi. Tidak selmula tindak pidana bisa dikatakan selbagai tindak 

pidana belrat, ada julga tindak pidana ringan yang julstrul ditelmulkan di 

lingkulngan selkitar. Pellanggaran tindak pidana ringan telrdapat dalam KUlHP, 

non-KUlHP selrta pelratulran daelrah seltelmpat. Pelnahanan tidak dilakulkan 

telrhadap pellakul tindak pidana ringan.
9
 

Pelnjatulhan pidana dalam pelrkara pidana ringan, tidaklah culkulp hanya 

dikelnakan telrhadap pelrbulatan pellaku l yang hanya belrtelntangan delngan 

hulkulm, ataul belrsifat mellawan hulkulm selrta melmelnulhi rulmulsan dellik dalam 

ulndang-ulndang saja, akan teltapi hal telrselbult masih pelrlul adanya syarat-syarat 

lain yaitul orang yang mellakulkan pelrbulatan pidana haruls melmpulnyai 

kelsalahan ataul belrsalah (sulbjelctivel gulilt). 
10

 

Tindak pidana ringan selndiri melrulpakan selbulah Tindakan yang 

ditelntulkan belrdasarkan ancaman pidananya. Dalam hal ini ancaman tindak 

pidananya akan melnjadi ulkulran ulntulk pellaksanaan acara pidana ringan.  

Selbagai contoh yang dikatelgorikan tindak pidana ringan adalah 

melmbulang sampah selmbarangan. Atu lran larangan melmbulang sampah ini 

diatulr dalam pelratulran daelrah selpelrti pelrda DKI Jakarta Nomor 8 Tahuln 2007 

melngelnai keltelrtiban ulmulm. Sellain itul contoh lainnya adalah:
11

 

1. Pelnghinaan ringan 

                                                           
9
 https://siplawfirm.id/tindak-pidana-ringan-contoh-dan-ancaman-hukumannya/?lang=id 

10
 Karim, Op.cit, hlm. 7 

11
 https://siplawfirm.id/tindak-pidana-ringan-contoh-dan-ancaman-hukumannya/?lang=id 
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2. Pelnganiayaan ringan 

3. Pelncu lrian ringan 

4. Pelnggellapan ringan 

5. Pelnipulan ringan 

6. Pelrulsakan ringan  

7. Pelnadahan ringan 

Hakikatnya tindak pidana ringan di bawah belrlakulnya Kitab Ulndang-

Ulndang Hulkulm Acara Pidana (KUlHAP) Ulndang-Ulndang Nomor 8 tahuln 

1981 telntang hulkulm Acara Pidana dibeldakan antara tiga macam acara 

pelmelriksaan yaitul:  

1. Acara pelmelriksaan biasa 

2. Acara pelmelriksaan singkat 

3. Acara pelmelriksaan celpat, yang telrdiri dari 

a. Acara Pelmelriksaan Tindak Pidana Ringan  

b. Acara Pelmelriksaan Pelrkara Pellanggaran Lalul Lintas 

Jalan Melngelnai Tindak Pidana Ringan
12

 

Selbagaimana diatulr dalam Paragraf 1 Acara Pelmelriksaan Tindak 

Pidana Ringan Pasal 205 (1) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana ( 

KUlHAP) adalah: 

“Yang dipelriksa melnulrult acara pelmelriksaan tindak pidana ringan ialah 

pelrkara yang diancam delngan pidana pelnjara ataul kulrulngan paling lama tiga 

bullan dan ataul delnda selbanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tuljulh ribu l lima ratuls 

                                                           
12

 Astrid Tatumpe, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Di 

Indonesia, scientia de lex, Vol 7, No 2, Th 2019, hlm. 3 
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rulpiah) dan pelnghinaan ringan kelculali ditelntulkan dalam paragraf 2 bagian 

ini”. 

Sellanjultnya keltelntulan yang sama melngatulr telntang tindak pidana 

ringan selbagaimana dirulmulskan dalam pasal 1 angka (1) Pelratu lran Kelpala 

Badan Pelmbinaan Kelamanan Kelpolisian Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 

13 Tahuln 2009 Telntang Pelnanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) 

dije llaskan bahwa:13
 

“Tindak pidana ringan (Tipiring) melrulpakan pelrkara yang diancam 

delngan pidana pelnjara ataul kulrulngan paling lama 3 bullan ataul delnda 

selbanyak-banyaknya tuljulh ribul lima ratuls rulpiah dan pelnghinaan ringan 

kelculali pellanggaran lalul lintas”. 

 

B. Permasalahan 

Belrdasarkan latar bellakang di atas, maka dapat diulraikan yang melnjadi 

pelrmasalahan adalah selbagai belrikult: 

1. Bagaimana pelnelrapan relstorativel julsticel pada tindak pidana ringan 

dalam pelrspelktif hulkulm pidana di Indonelsia? 

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelnelrapan relstorativel julsticel 

pidana tindak pidana ringan dalam pelrspelktif hulkulm di Indonelsia? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian  

1. Ruang Lingkup 
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Ru lang lingkulp pelnullisan ini telrbatas pada kajian bidang hulkulm 

pidana khulsulsnya melngelnai pelnelrapan relstorativel julsticel pada tindak 

pidana ringan dalam pe lrspe lktif hulkulm di Indonelsia.  

2. Tujuan Penelitian  

Adapuln yang melnjadi tuljulan yang helndak dicapai dalam pelnellitian 

ini adalah selbagai belrikult : 

a. Ulntulk melngeltahuli pelnelrapan relstorativel julsticel pada tindak pidana 

ringan dalam pelrspelktif hulkulm pidana di Indonelsia. 

b. Ulntulk melngeltahuli hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelnelrapan 

relstorativel julsticel pada tindak pidana ringan dalam pelrspelktif hulkulm 

pidana di Indonelsia.  

 

D. Kerangka Konseptual 

Delfinisi opelrasional ataul kelrangka konselptulal adalah kelrangka yang 

melnggambarkan hulbulngan antara delfinisi-delfinisi/konselp-konselp khulsuls 

yang ditelliti. Konselp melrulpakan salah satul ulnsulr konkrelt dari telori. Namuln 

delmikian, masih dipelrlulkan pelnjabaran lelbih lanjult dari konselp ini delngan 

jalan melmbelrikan delfinisi opelrasionalnya. Ulntulk ilmul hulkulm dapat diambil 

misalnya dari pelratulran pelrulndang-ulndangan. Delfinisi opelrasional 

melmpulnyai tuljulan ulntulk melmpelrselmpit cakulpan makna variabell selhingga 

data yang diambil akan lelbih telrfokuls. 

Ulntulk melmahami dan melmpelrjellas ulraian bahasan selrta kandulngan 

juldull ini, maka dipelrlulkan pelnjellasan dan pelngelrtian kata, belbelrapa yang 

haruls diulraikan yaitul:  
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1. Relstorativel julsticel adalah selbulah konselp pelmikiran yang melrelspons 

pelngelmbangan sistelm pelradilan pidana delngan melnitikbelratkan pada 

kelbultulhan pellibatan Masyarakat dan korban yang dirasa telrsisihkan 

delngan melkanismel yang belkelrja pada sistelm pelradilan pidana yang 

ada saat ini. Di pihak lain, relstorativel julsticel julga melrulpakan sulatu l 

kelrangka belrfikir yang barul dapat digulnakan dalam melrelspons sulatul 

tindak pidana bagi pelnelgak dan pelkelrja hulkulm. Pelnanganan pelrkara 

pidana delngan pelndelkatan relstorativel julsticel melnawarkan pandangan 

dan pelndelkatan belrbelda dalam melmahami dan melnangani sulatul tindak 

pidana. Hal ini dilatarbellakangi olelh fokuls pelrhatian dan pandangan 

atas su latul tindak pidana dan keladilan yang belrbelda.
14

 

2. Yang dimaksuld delngan tindak pidana ringan adalah pelrkara yang 

diancam delngan pidana pelnjara ataul kulrulngan paling lama 3 (tiga) 

bullan dan ataul delnda selbanyak-banyaknya Rp. 7.500 (Tulju lh ratuls lima 

pullulh ribul rulpiah) dan pelnghinaan ringan, kelculali yang ditelntulkan 

dalam acara pelmelriksaan pelrkara pellanggaran lalul lintas, melnulrult 

KUlHP.
15

 

3. Hulku lm Pidana selsulnggulhnya adalah hulkulm sanksi. Pompe l 

melnyatakan Hulkulm Pidana adalah selmula atulran-atulran hulkulm yang 

melnelntulkan telrhadap pelrbulatan-pelrbulatan apa selharulsnya dijatulhi 
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 Dwi Afrimetty Timoera, Restorative justice Dan Prospeknya Dalam Sistem Peradilan 

Pidana, Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol, 13, No. 2 Thn. 2014, 

hlm. 79-80  
15

 Sri Mulyani, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang 

Dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No 3, Th 2016, 

hlm. 1 
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pidana dan apakah macamnya pidana itul. Hazelwinkell-Su lringa (Andi 

Hamza 1991:4) Hulkulm Pidana adalah seljulmlah pelratulran hulkulm yang 

melngandulng larangan dan pelrintah ataul kelharulsan yang telrhadap 

pellanggarannya diancam delngan pidana (sanksi hulkulm) bagi barang 

siapa yang melmbulatnya.
16

 

 

E. Metode Penelitian  

1. Sifat/Materi Penelitian 

Melnulrult Soelrjono Soelkanto pelnellitian hulkulm melrulpakan kelgiatan 

ilmiah yang didasarkan pada meltodel sistelmatika dan pelmikiran telrtelntul, 

yang belrtuljulan ulntulk melmpellajari satul ataul belbelrapa geljala ulmulm hulkulm 

telrtelntul delngan jalan melnganalisisnya. Di samping itul julga diadakan 

pelmelriksaan melndalam telrhadap fakta hulkulm telrselbult kelmuldian 

melngulsahakan sulatul pelmelcahan atas pelrmasalahan-pelrmasalahan. Mellihat 

dari pelrmasalahan yang ada maka pelnellitian ini telrmasulk pelnellitian 

hukum elmpiris.  

2. Sumber Data 

Pelnellitian ilmiah melmbultulhkan data ulntulk melndapatkan solulsi 

ataul melmelcahkan masalah yang seldang ditelliti, hal telrselbu lt dilakulkan 

agar data yang didapatkan bisa dipelrtanggulng jawabkan delngan masalah 

yang ditelliti. Selhingga tidak akan melnimbullkan kelsalahan karelna data 
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yang diku lmpullkan dipelrolelh delngan belnar. Dalam pelnellitian ini pelnullis 

melnggulnakan 3 sulmbelr data, yaitul: 

a. Bahan Hulkulm Primelr 

Data ini adalah data yang dipelrolelh selcara langsulng dari sulbjelk 

pelnellitian ataul yang belrasal dari lapangan. Data ini bisa dikulmpullkan 

delngan wawancara delngan kelpolisian, Provinsi Sulmatelra Sellatan. 

b.  Data Selkulndelr  

Data selkulndelr melrulpakan data yang dibultulhkan mellaluli melngultip dan 

melnelliti dokulmeln-dokulmeln. Maksuldnya, sulmbelr data selkulndelr bisa 

diselbu lt selbagai data pelndulkulng ulntulk melmpelrolelh data pelnelliti atau l 

data yang dipelrolelh ulntulk mellelngkapi data primelr yang didapatkan 

mellaluli Ulndang-Ulndang, bulkul-bulkul dan julrnal.  

c. Data Hulkulm Telrsielr 

Yaitu l bahan hulkulm yang melndu lkulng bahan hulkulm primelr dan bahan 

hulkulm selkulndelr selpelrti kamuls belsar Bahasa Indonelsia, kamuls Bahasa 

Bellanda, elnsiklopeldia, dan sulmbelr intelrnelt. 

3. Alat Pelngulmpullan Data 

Pelngulmpullan data melrulpakan salah satul langkah ultama di dalam 

pellaksanaan pelnellitian. Tanpa adanya telknik pelngulmpullan data maka 

pelnelliti tidak dapat melndapatkan data yang suldah diteltapkan. Belbelrapa 

meltodel pelngulmpullan data yang dilakulkan pelnelliti yaitul:  
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a. Doku lmelntasi 

Doku lmelntasi melrulpakan Telknik pelngulmpullan data mellaluli belbelrapa 

dokulmeln selpelrti informasi yang telrtullis ataul telrelkam. Dokulmelntasi 

dapat digulnakan selbagai pellelngkap data karelna dianggap stabil dan 

belrsifat mellelngkapi. 

b. Wawancara  

Wawancara melrulpakan adalah satul Telknik pelngulmpullan data yang 

suldah selring digulnakan dalam pelnellitian. Wawancara adalah prosels 

melmpelrolelh keltelrangan delngan tuljulan telrtelntul, yang dilakulkan olelh 

keldula bellah pihak yang saling belrtatap mulka yaitul pelnellitian nara 

sulmbelr. Ulntulk melmpelrolelh informasi melngelnai hal yang telrjadi pada 

saat di lapangan, maka ada belbelrapa pelrtanyaan yang akan dijawab 

olelh narasulmbelr yang ada kaitannya delngan juldull pelnelliti. Wawancara 

julga dapat dilakulkan delngan cara lisan maulpuln tullisan delngan tuljulan 

ulntulk melndapatkan informasi yang dibultulhkan pelnelliti.
17

 

c. Litelratulr 

Stuldi litelratulr yaitul melncari data-data ataul informasi mellaluli sulmbelr 

telrtullis selpelrti karya ilmiah, julrnal, bulkul-bulkul yang rellelvan, dan 

relfelrelnsinya stuldi litelratulr ini digulnakan ulntulk melmpellajari sulmbelr 

bacaan dan dapat melmbelri informasi yang ada hulbulngannya delngan 

masalah yang seldang ditelliti olelh pelnelliti, dan julga selbagai bahan 

ruljulkan dalam hasil pelnellitian. Selcara ulmulm stuldi litelratulr ini 
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melrulpakan cara ulntulk melnye llelsaikan masalah delngan melnellulsulri 

sulmbelr-sulmbelr telrtullis selbellulmnya.  

F. Sistematika Penulisan  

Sistelmatika pelnullisan telrdiri dari 4 bab yaitul : 

BAB I  PElNDAHUlLUlAN 

Yang melngulraikan latar bellakang, pelrmasalahan, rulang lingkulp dan 

tulju lan pelnellitian, kelrangka konselptulal, meltodel pelnellitian, selrta 

sistelmatika pelnullisan.  

BAB II TINJAUlAN PUlSTAKA 

Yang belrisikan telntang pelnjellasan melngelnai pelngelrtian. Relstoraticel 

julsticel, pelngelrtian Tindak Pidana, pelngelrtian Tindak Pidana Ringan, 

contoh Tindak Pidana Ringan. 

BAB III  PElMBAHASAN  

Yang belrisikan paparan telntang hasil pelnellitian selcara khulsuls 

pelngulraian melngelnai pelnelrapan relstorativel julsticel pada tindak 

pidana ringan dalam hulkulm pidana di Indonelsia melnulru lt pelratulran 

KAPOLRI dan pelratulran keljaksaan. 

BAB IV  PElNUlTUlP 

Pada bab ini, pelnullisan melnarik kelsimpullan dari ulraian-ulraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, selrta melmbelrikan saran. 

DAFTAR PUlSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana belrasal dari istilah yang dikelnal dalam hulkulm 

pidana Bellanda yaitul strafbaar felit. Walaulpuln istilah ini telrdapat dalam WvS 

Bellanda, delngan delmikian julga WvS Hindia Bellanda (KUlHP), teltapi tidak 

ada pelnjellasan relsmi telntang apa yang dimaksuld delngan strafbaar felit itul. 
18

 

Istilah-istilah yang pelrnah digulnakan, baik dalam pelrulndang-ulndangan 

yang ada maulpuln dalam belrbagai litelratulr hulkulm selbagai telrjelmahan dari 

istilah straafbaar felit adalah selbagai belrikult : tindak pidana, pelristiwa pidana, 

dellik, pellanggaran pidana pelrbulatan yang bolelh di hulkulm, pelrbulatan pidana.
19

 

Tindak pidana melrulpakan pelngelrtian dasar dalam hulkulm pidana 

(yulridis normativel). Keljahatan ataul pelrbulatan jahat dalam arti yulridis 

normativel adalah pelrbulatan selpelrti yang telrwuljuld in abstracto dalam 

pelratulran pidana.
20

 

Straafbaar felit, telrdiri dari tiga kata yakni, straaf, baar dan felit. Dari 

tuljulh istilah yang digulnakan selbagai telrjelmahan dari straafbaar felit itul 

telrnyata straaf ditelrjelmahkan delngan pidana dan hulkulm, pelrkataan baar 
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ditelrjelmahkan delngan dapat dan bolelh. Selmelntara itul, ulntu lk kata felit 

ditelrjelmahkan delngan tindak, pelristiwa, pellanggaran dan pelrbulatan.
21

 

Ulntulk melmbelrikan gambaran selcara jellas telntang pelngelrtian tindak 

pidana ataul dellik, belrikult ini pelnu llis kelmulkakan belbelrapa pandangan 

belbelrapa ahli hulkulm belrikult ini :  

Melnu lrult Moelljatno dalam bulkulnya Asas-asas hulku lm pidana, 

melnelrjelmahkan istilah pelrbulatan pidana adalah : pelrbulatan yang dilarang olelh 

selbulah atulran hulkulm larangan diselrtai ancaman (sanksi) yang belrulpa pidana 

telrtelntul bagi barang siapa yang mellanggar larangan telrselbult. Dapat julga 

dikatakan bahwa pelrbulatan pidana adalah pelrbulatan yang olelh satul atulran 

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itul diingat bahwa 

larangan ditu ljulkan kelpada pelrbulatan, yaitul sulatul keladaan ataul keljadian yang 

ditelntulkan olelh kellakulan orang Seldangkan ancaman pidananya dituljulkan 

kelpada orang yang melnimbullkan keljadian itul.
22

 

Melnu lrult Wirjono Prodjodikoro dalam bulkulnya Asas-asas Hulkulm 

Pidana Indonelsia melngatakan, bahwa" Sulatul pelrbulatan yang pellakulnya dapat 

dikelnakan hu lkulman dan pellakul ini dapat dikatakan melrulpakan su lbjelk tindak 

pidana. 

Melnu lrult Martiman Prodjohamodjojo dalam bulkulnya Melmahami Dasar 

Dasar Hulkulm Pidana melnelrangkan dari belbelrapa pakar hulkulm pidana yang 

melmbelrikan delfinisi melngelnai strafbaarfelit, antara lain: 
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